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Rancangan Anggaran Pen-
dapatan dan Belanja Daerah
(APBD) 2016 Kota
Pontianak dibedah. Banyak
apresiasi terhadap kebera-
nian Pemkot Pontianak
membuka RAPBD-nya. Ada

pula kritik terhadap sasar-

an pendapatan dan kemana
anggaran akan dibelanjakan.

Bedah RAPBD 2016

Pontianak itu digelar di
Rektorat Universitas
Tanjungpura (Untan), Sela-
~sa (17/11). Selain Wali Kota
Pontianak, Sutarmidji, seba-
gai narasumber ada Dekan
Fakultas Ekonomi Untan
Eddy Suratman, Staf Khusus
Menteri Keuangan Robert A
Simanjuntak, Kasubdit Du-
kungan Teknis Perencanaan
Anggaran Daerah

‘Kemendagri, Asnil. Ada pula -

penyangga, yakni Koordina-
tor ICW Adnan Topan

Husodo serta Knowladge "

Management TII Wawan
Suyatmika.

Rektor Untan Thamrin
Usman membuka bedah
APBD ini. Dia mengapresiasi
konsistensi Pemkot

Pontianak dalam m'enjalan,?

kan pemerintahan secara
transparan, termasuk di da-

-lamnya membedah APBD.

"Bahkan yang sekarang dibe-
dah rancangan bukan APBD.
Jika dalam bedah ini ada
masukan yang baik berkenan
kiranya diakomodir 5 uj ar-
nya.

Ada dua aspek yang d111-_,,
hat Thamrin dalam sebuah

APBD, pendapatan dan be-

nya.

lanja. Dia menyarankan un-
tuk meningkatkan penda-
patan sebaiknya jangan
bertumpu pada sumber-

sumber konvensional. "Terus

upayakan pendapatan lain-
nya. Kalau hanya berharap
dari sumber konvensional su-
lit untuk meningkatkan pen-
dapatan secara drastis."

- Wali Kota Pontianak
Sutarmldjl memaparkan
pendapatan pada RAPBD.
Pontianak 2016 sebesar Rp
1,637 triliun. Sumbernya,
PAD Rp 365 miliar, dana

perimbangan Rp 847 miliar,

dan lain-lain pendapatan da-
erah yang sah Rp 424 miliar.
Sedangkan belanja terdiri
atas belanja tidak langsung
Rp 768 miliar dan belanja
langsung Rp 848 mlhar {
Dijelaskannya pada belan-
jatidak lahgsung, paling ting-
gi ada pada belanja pegawai
yang mencapai 96 4 persen.
Turut ‘. menyumbang
prosentase tmgg1 adalah tun-
Jangan sertifikasi guru sebe-

sar 24,17 persen. "Harusnya

dari pusat itu langsung ke
guru, tidak lewat APBD. Ka-
lau tanpa tunjangan
sertifikasi guru itu memang
APBD terlihat lebih ramping
akan tetapi sehat," ungkap-

Hibah dan bansos yang se-
ring menjadi sorotan juga di-

bahas Sutarmidji. Tahyn de-.

pan Pemkot Pontianak meng-

anggarkan hibah Rp 18,72

miliar dan bansos Rp 7,54
miliar. Kedua komponen ini

.tidak bisa dihapus dari

Transparansi Anggaran,RAPBD
Kota Pontianak 2016 Dibedah

APBD. "Kalau hibah itu mi-
salnya untuk PMI. Kantong
darah itu harus disediakan.

Sedangkan bansos harus
tersedia karena bisa menda-
dak ‘perlu, tidak bisa
diprediksi. Contohnya ada.
warga miskin, sakit, dia ha-
rus dirujuk ke Jakarta. Me-

' mang ada BPJS untuk bero-

bat, tetapi biaya pesawat
dan hidup di Jakarta peme-.
rintah harus bantu," jelas-
nya.

Dekan Fakultas Ekonomi
Untan, Eddy Suratman me-
ngatakan jika ditelisik lebih
dalam pengelolaan keuang-
an Pontianak selalui berada.
di atas, baik di Kalbar mau-
pun rata-rata nasional. La-.
poran pertanggungjawaban

~ pun demikian. Buktinya,
.pada 2011 Pontianak satu-

satunya daerah di Kalbar
yang mendapat opini wajar
tanpa pengecualian dari
BPK. "Baru berangsur-ang-
sur ada temannya. Sampai
tahun lalu sudah ada empat
daerah di Kalbar bersama
Pontianak meraih opini
WTP," ujarnya.

Meskipun mengapremast
bedah RAPBD itu, Eddy
Suratman menyarankan agar
dalam APBD, belanja modal
harus dialokasikan untuk
mendorong pertumbuhan
ekonomi. "Secara umum ma-
sih ada waktu dan bedah ini
bermanfaat karena masih
rancangan. Masukan-masuk-
an kita mudah-mudahan me-
mengaruhi pembahasan di
dewan," dia berharap.

Sub Bagian Humas dan TU
BPK Rl Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
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Staf Khusus Mente-

Wy Keuangan, Robert A .

Simanjuntak mengatakan
secara rata-rata nasional

Pontianak terhityng baik.

Diamencontohkan PAD yang
rata-rata nasionalnya untuk
kota 17,50 persen, sedangkan
Pontianak pada 2016 PAD-
nya dalam APBD sebesar
22,31 persen. "Rasio PAD-nya
juga bagus.' Misalnya salah
satu penunjang PAD adalah
BPHTB, itu baik."

i ‘Robert menyaran-
kan ‘@ agar. Pontianak
memperhatikan belanja

| modal. Menurutnya dari ta-

hun ketahun belanja modal
mesti meningkat. Dia juga

mengingatkan untuk tidak

lengah pada serapan anggar-

. an. Secara nasional ini men-

jadi masalah, penyerapan
belanja modal pada triwulan
I sampai III sangat rendah.
Akan tetapi melonjak pada
November dan Desember.
"Terjadi karena perencanaan
belanja modal yang kurang
baik dan proses lelang lama.
Ini masalah kita .semua,”
sebutnya.

Kasubdit Dukungan Teknis
Perencanaan Anggaran Dae-
rah Kemendagri, Asnil lebih
banyak memberi gambaran
keuangan daerah secara na-
sional. Di banyak daerah dia
mengatakan banyak potensi
PAD yang belum

dimaksimalkan. "Semoga di -

Pontianak penetapan target
PAD berdasarkan potensi,
kemudian dapat dipungut

maksimal," katanya. "Tetapi

dalam meningkatkan PAD
jangan merusak tatanan yang
ada." .

‘Salah satu vobmmwwemb‘

daerah adalah perizinan.
Dia mengingatkan agar
Pemkot Pontianak tidak
mendongkrak PAD derfgan
membebani masyarakat da-
lam mengurus perizinan.
"Itu justru akan mengham-

"

bat investasi," katanya.

Koordinator ICW Adnan
Topan Husodo mengawali
sanggahannya dengan me-
muji Pontianak. Dia menga-
takan biaya perjalanan di-
nas Pontianak pdling ren-
dah se-Indonesia. "Catatan
baik yang lainnya ada 6.799
SOP untuk SKPD. Ada pula
School Map," ungkapnya.

Dia mengingatkan bahwa
APBD yang baik selalu di-

awali dengan partisipasi
publik. Musrenbang harus
efektif. Akan tetapi ada ti-
tik-titik krusial yang bisa
menentukan efektif tidak-

' nya musrenbang kelurahan

atau desa,’ yakni
musrenbang kecamatan dan
forum SKPD. "Kedua itu ha-
rus baik, kalau tidak akan
menampikkan partisipasi
masyarakat," paparnya.

. Untuk kritik, Adnan To-
pan mengawali dengan fo-

‘kus pada belanja bukan

pendapatan. Dia melihat be-
lanja pada RAPBD
Pontianak 2016, fisik jauh
lebih besar dari nonfisik.
"Penyertaan modal pemkot
ke BUMD belum memberi-
kan keuntungan dibanding-
kan dengan target penerima-

"

an deviden," imbuhnya.

Knowladge Management
TII Wawan Suyatmiko me-
nyatakan dalam pos penda-
patan di RAPBD Pontianak
2016 adalah dana
perimbangan
prosentase 52 persen, se-
dangkan pendapatan daerah

‘hanya 22 persen. "Hal ini

perlu menjadi perhatian
khusus untuk Pemkot
Pontianak menggenjot PAD-
nya. Misalnya dengan mena-

.ikkan pajak hiburan dan sa-

rang walet yang tercatat tu-
run 50 persen," ujarnya.

Terhadap belanja, Wawan
melihat cenderung mening-
kat dari tahun ketahun. Me-
nurutnya peningkatan itu
harus diimbangi dengan pe-
layanan publik yang kian
prima. (Rilis/ Hms Pemkot
Pontianak)

~dengan
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